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 Sehubungan dengan uapaya Bank Syariah mengatasi terjadinya “fund flight”, maka 
saat ini telah beredar isu mengenai sebuah instrumen yang digunakan untuk mengatasi 
kerugian tersebut yaitu Profit Equalization Reserve (PER). Tujuan yang ingin dicapai adalah 
mengetahui penerapan Profit Equalization Reserve (PER) Perbankan syariah dalam tinjauan 
fiqih di indonesia. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah datat primer dan 
data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian, bahwa instrumen Profit Equalization Reserve (PER) ini 
termasuk pada maslahah mursalah karna belum ada dalil yang memerintahkan dan 
melarangnya namun bermanfaat dan tidak bertentangan dengan dalil syar‟i. Sehingga 
instrumen Profit Equalization Reserve (PER) dapat diterapkan, namun bank syariah harus 
mendapat persetujuan nasabah terlebih dahulu sebelum menciptakan Profit Equalization 
Reserve (PER) dan diakhir priode bank syariah harus mendistribusikan dana tersebut kepada 




















A. Latar Belakang 
Perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat 
Indonesia atau lebih populer dengan sebutan  BMI. Dalam 5 tahun terakhir aset 
perbankan syariah mencapai 46,89 %. Total aset perbankan syariah per Desember 2014 
mencapai Rp 204.961 triliun, market share perbankan syariah 4,9 % dari total aset 
perbankan dengan jumlah rekening mencapai 13 juta rekening nasabah (Direktorat 
Perbankan  Syariah, 2014). Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, melakukan 
penghimpunan dan penyaluran dana dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang 
berdasrkan syariat Islam. Praktik bank syariah yang didasari “Intermediary Fuction” 
dimana keuntungan yang diperoleh bank syariah langsung disalurkan kepada nasabah 
penyimpan (pemegang rekening) (Trihantana, 2015).  
Perbankan syariah merupakan industri keuangan Islam yang dalam beberapa 
tahun terakhir ini telah meramaikan persaingan dalam industri keuangan di dunia 
khususnya di Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan perbankan 
syariah konsisten berada dikisaran 38–45 % yoy (year on year) (Sholihin, 2014). 
Perkembangan yang begitu signifikan, perbankan syariah memiliki kebutuhan akan 
sebuah kebijakan untuk membantu mengintegrasikan keuangan Islam dalam sistem 
keuangan nasional dan global (Syafi‟i, 2001). Secara khusus, desain dan implementasi 
Basel II yang standarnya setara untuk Bank Syariah dan penerapan sistem manajemen 





Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi 
dengan tidak menggunakan instrumen bunga dalam menerima dana atau memberikan 
pembiayaan kepada pihak ketiga. Bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa 
bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya 
dikembangkan berlandaskan pada Al Qur‟an dan Hadist (Ridwan, 2010). Bank syariah 
lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga 
bank dengan riba. Masalah pokoknya adalah perangkat bunga yang telah dikembangkan 
oleh bank konvensional.  
Bunga bank di Indonesia yang dianggap cukup tinggi dan tidak dapat menjangkau 
lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah  dan telah lama 
melahirkan kontroversi dan menjadi ganjalan bagi umat Islam dan mereka umumnya 
berharap harus segera ditemukan pemecahannya. Lahirnya bank syariah merupakan salah 
satu lembaga penghimpun dan penyaluran dana dengan menggunakan prinsip kehati-
hatian yang berdasarkan syariat islam.  Dengan demikian, kerinduan umat Islam 
Indonesia yang ingin melepas riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. 
Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:275 sebagai berikut:  
                          
                                  
                                      





“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada 
Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”. 
Maksud dari ayat diatas, bahwa dengan jelas dan tegas Allah mengharamkan 
apapun jenis tambahan yang diambil dari segala macam usaha, karena sebagai seorang 
muslim wajib menjauhi praktik riba, apapun jenis riba itu, bagaimanapu bentuknya dan 
berapapun kuantitas riba yang diambilnya Seluruhnya adalah haram dilakukan oleh 
seorang muslim. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa riba menyebabkan orang yang 
memakannya seperti orang  yang kemasukan syaitan dan berprilaku seperti orang gila. 
Tanda-tanda orang gila adalah lemah, tidak berdaya dan tidak stabil. Ini yang akan terjadi 
pada negeri yang ekonominya jauh dari nilai-nilai-Nya. Diantaranya tergantung pada 
bantuan negeri lain hingga akibatnya mudah didikte dan dijajah minimal secara 
pemikiran. Karenanya tidak ada lagi alasan mengapa Indonesia harus tidak menerapkan 
Ekonomi Syariah. Sistem ini sama sekali tidak membuat susah non muslim.  
Islamic Financial Service Board telah mengeluarkan berbagai standar kehati–
hatian dan pedoman yang sejalan dengan Basel II dan juga cocok dengan sistem 
keuangan Islam, penerapan standar ini memerlukan pendekatan pengukuran risiko yang 
baru. Khususnya, sebuah isu penting dalam pengelolaan risiko oleh Bank Syariah secara 
global, adalah bagaimana mengukur dan mengelola risiko yang berkarakteristik bagi hasil 
(mudharabah), yang merupakan salah satu sumber pendanaan Bank Syariah 




mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip  syariah yang 
termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (PBI No. 6/24/PBI/2004).  
Keberadaan DPS adalah struktur tata kelolah (GCG) yang menjaga terjadinya 
resiko shariah non-compliance. Akad bagi hasil dalam produk penghimpunan dan 
pembiayaan, menuntuk bank untuk mendapatkan dan memberikan bagi hasil kepada 
deposan dengan skema bagi hasil. Tetapi, Pramono (2007)  menemukan bahwa bank 
syariah memiliki insentif untuk melakukan praktik manajemen laba dengan melakukan 
perataan (smoothing) terhadap keuntungan bagi hasil. Mudharabah merupakan salah satu 
sumber pendanaan pada Bank Syariah yang mana pembiayaan tersebut termasuk dalam 
beberapa pembiayaan yang diminati oleh masyarakat, karena sistem dari mudharabah 
adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai 
pemilik dana (shohibul maal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak 
lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib) (Firdaus, 2009).  
Pada mulanya PER (Profit Equalization Reserve) telah diperbolehkan untuk 
digunakan pada Bank–Bank Syariah di Malaysia sekitar 12 tahun yang lalu. PER 
disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Bank Negara Malaysia (BNM) setelah mendapat 
rekomendasi dari  Association of Islamic Banking Institution Malaysia (AIBIM) yang 
ditujukan untuk memitigasi disparitas/perbedaan laba dan simpanan/suku bunga antara 
Bank–Bank Syariah Unit Usaha Syariah dan Bank–Bank Konvensional (Chapra, 2001). 
Keuntungan atau pengembalian hasil pada bank syariah bersifat tidak pasti dan tidak tetap 
(fluktuatif).  
Upaya bank syariah dalam memitigasi risiko bagi hasil dengan nasabahnya, bisa 
menggunakan instrumen PER (Profit Equalization Reserve) yaitu sebuah cadangan yang 




sebelum mengalokasikan keporsi mudharib (Barokah, 2015). Oleh karenanya, cadangan 
dana bisa digunakan ketika bagi hasil pembiayaan turun sehingga bank dapat 
mempertahankan tingkat tertentu dari laba atas investasi untuk kepentingan pemengan 
rekening investasi dan pemilik modal (Sundararajan, 2005). Keuntungan atau dana 
cadangan pada akad mudharabah tersebut akan dikelolah oleh bank yang telah disepakati 
nasabah dan selanjutnya akan dimasukkan kedalam akuntansi bank syariah. 
Cadangan tambahan dalam bentuk PER harus dikelola sedemikian rupa sehingga 
tidak menimbulkan overlikuiditas dan juga idle money. Dana PER jika disimpan dalam 
bentuk likuiditas diperbankan syari‟ah, maka akan memperbanyak kas yang dimiliki 
perbankan dan menyebabkan dana tersebut tertimbun (Dian, 2017). Hal ini baik dalam 
teori maqasid klasik maupun kontemporer sangat bertentangan. Teori maqasid klasik 
melihat bagaimana konsep syari‟ah berjalan dengan beberapa tujuan yang ada, salah 
satunya adalah dengan menjaga harta. Konsep pengurangan pendapatan sebelum 
dibagikan kepada deposan, tentunya membuat pihak perbankan mengurangi imbal hasil 
yang seharusnya di terima oleh deposan, meskipun equivalent rate imbal hasil lebih besar 
di bandingkan perbankan konvensional atau bank syari‟ah lain.  
Hal ini tidak sejalan dengan konsep profit and loss sharing, di mana nisbah bagi 
hasil dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh pihak bank. Penerapan PER pada 
dasarnya dapat memberikan keuntungan yang terus menerus bagi deposan, karena konsep 
ini tetap mengharuskan pihak bank menyesuaikan Equivalent rate imbal hasil sesuai 
dengan yang berlaku di pasar, meskipun nisbah bagi hasil telah ditetapkan di awal akad 
(Maulana, 2016). Praktik ini jika diterapkan dengan sendirinya akan mengesampingkan 
konsep bahwa setiap usaha atas pengelolaan dana yang dilakukan manusia akan 




Profit Equalization Reserve (PER) menurut standar The Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah sebagian dari 
pendapatan kotor dari pendapatan Murabahah yang dikeluarkan atau disisihkan sebelum 
mengalokasikannya kebagian Mudharib dengan tujuan untuk memberikan return/hasil 
yang lebih merata kepada pemilik rekening dan pemengam saham. Pendapatan kotor dari 
pendapatan Murabahah yang disisihkan dan kemudian digunakan untuk menutupi 
equivalent rate yang berada dibawah suku bunga Bank Konvensional harus dilihat 
manfaat bagi pihak bank dan pihak nasabah, baik deposan maupun nasabah yang 
mengajukan pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tetap 
dalam koridor syariah (Dian, 2017).       
Praktik profit Equalization Reserve (PER) dan investment Risk Reserve (IRR) 
yang sudah dipraktikkan sebagian bank syariah, bisa dikategorikan sebagai bagian dari 
manajemen laba (Hoque, 2012). Di Indonesia praktik ini lazim meskipun belum 
memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Berbagai strategi keuangan 
perbankan dilancarkan dalam perbankan syariah untuk menarik minat masyarakat 
menabung  atau berinvestasi dalam perbankan syariah. Salah satu strategi keuangan yang 
dijalalankan adalah Profit Equalization Reserve (PER) atau Pemerataan Cadangan 
Keuntungan. Lalu, bagaimana seluk beluk PER sehingga terjadi pro dan kontra.  
Strategi ini dilakukan untuk mengatasi masalah terjadinya bagi hasil yang tidak 
sesuai proyeksi yang mana hal itu sangat dihindari oleh baik nasabah maupun pihak 
perbankan syariah sendiri. Besar kecilnya bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha 
yang dilakukan oleh pihak mudharib (yang berusaha). Nasabah tentu tidak ingin 
mendapatkan bagi hasil lebih kecil dari proyeksi sehingga dengan penggunaan PER ini 
dibuatlah cadangan keuntungan yang berasal dari dana bagi hasil yang melebihi jumlah 




kurang dari nilai proyeksi, sehingga secara tidak langsung nasabah menerima dana bagi 
hasil selalu sesuai dengan yang diproyeksikan.  
Cara ini tentu ampuh bagi perbankan syariah untuk mencegah nasabah yang 
menarik dana mudharabah atau tidak melakukan mudharabah dan malah menabung atau 
berinvestasi ke lembaga keuangan lainnya yang cenderung masih konvensional. Namun 
ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Jika PER kita berlakukan, berarti investasi kita 
pasti akan mengalami keuntungan dengan jumlah pengembalian yang tetap (sesuai 
proyeksi). Masyarakat yang menggunakan akad mudharabah pada pembiayaan maka 
Bank Syariah akan berpikir mengenai risiko apa yang akan dihadapi, karena pada setiap 
pengelolaan dana pada Bank Syariah memiliki risiko yang harus dihadapi.  
Jika terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan maka Bank Syariah selaku 
mudharib  tidak dapat membagi hasil dari usaha tersebut dan nasabah yang mana disini 
sebagai  shohibul maal  pun tidak mendapatkan bagi hasilnya, karena seperti yang kita 
ketahui bahwa bagi hasil pada akad mudharabah adalah berfluktuasi yang mengacu pada 
hasil dari usaha yang didapat (Hoque, 2012). Dan kejadian inilah (kerugian) yang akan 
menjadi masalah, karena di khawatirkan bagi mereka yang belum sepenuhnya paham 
mengenai akad tersebut akan membeda–bedakan dengan Bank Konvensional dan merasa 
tidak puas dengan kinerja Bank Syariah, kemudian hal yang paling di khawatirkan adalah 
terjadinya “fund flight” yang cukup besar dari Bank Syariah ke Bank Konvensional, 
dikarenakan suku bunga Bank Konvensional lebih tinggi di banding imbal hasil Bank 
Syariah (Huda, 2013).  
Upaya Bank Syariah dalam mengatasi terjadinya “fund flight”, maka saat ini 
telah beredar isu tentang sebuah instrumen yang digunakan untuk mengatasi kerugian 




sebuah cadangan yang dibuat oleh Bank Islam dengan mengambil alih jumlah tertentu 
dari laba mudharabah. Kemudian, Setelah beberapa tahun PER telah dijalankan oleh 
perbankan syariah di Malaysia dan menjadi isu di perbankan syariah di Indonesia. Oleh 
karenanya, cadangan dana bisa digunakan ketika bagi hasil pembiayaan turun. Sehinggah 
bank dapat mempertahankan tertentu dari laba atas investasi untuk kepentingan pemegam 
rekening investasi dan pemilik modal (Sundararajan, 2005). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diturunkan rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah implementasi PER (Profit Equalization Reserve) dalam perspektif 
kaidah Fiqih di PT. BNI Syariah ?  
2. Bagaimanakah manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh PER (profit 
Equalization reserve)  di PT. BNI Syariah ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan PER (Profit Equalization Reserve) dalam tinjaun 
fiqih pada PT. BNI Syariah. 
2. Untuk mengetahui manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh PER (Profit 
Equalization Reserve) pada perbankan syariah.  
D. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoretis 
Penelitian ini menggunakan teori stakeholder. Menurut Rifai (2012) bahwa 
teori stakeholders merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah 
entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus juga 
memberikan manfaat bagi para stakeholdersnya (pemegam saham, kreditur, 
konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Penerapan PER 




mengantisipasi terjadinya kerugian pada bank syariah guna mengakomodasi 
keinginan dan kebutuhan pemangku kepentingan sehingga perusahaan dapat 
beraktivitas dengan baik dengan seluruh dukungan pemangku kepentingan tersebut 
(Htay, 2013).     
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi 
yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja bank syariah 
dalam mengelolah pembagian laba baik kepada nasabah, kreditur, pemegam saham 
dan pihak lain. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 
khususnya mengenai strategi pengaplikasian dan penerapan profit equalization 
reserve perbankan syariah dalam tinjauan fiqih di Indonesia. 
b. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada 
bank syariah, pemerintah, dan masyarakat tentang pembagian laba dan penerapan 
profit equalization reserve (PER) pada perbankan syariah yang merupakan salah 
instrumen yang dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya resiko kerugian pada 
perbankan syariah. Upaya Bank Syariah dalam mengatasi terjadinya “fund flight”, 
maka saat ini telah beredar isu tentang sebuah instrumen yang digunakan untuk 
mengatasi kerugian tersebut. Isu yang beredar adalah mengenai PER (Profit 
Equalization Reserve), yaitu sebuah cadangan yang dibuat oleh Bank Islam dengan 









E. Penelitian Terdahulu 
Tabel 1.1 Penelitian terdahulu 





























Penelitian dilaksanakan pada 
Bank Muamalat Indonesia 
(BMI) dan Bank Syariah 
Mandiri (BSM) mengenai 
persepsi manajemen bank 
umum syariah terhadap 
kemungkinan penerapan 
PER, bahwa kedua bank siap 
untuk menerapkan PER jika 



















Profit Equalization Reserve 
(PER) pada perbankan 
syariah dapat diterapkan 
selama tidak bertentangan 
dengan Al-Quran dan 
Hadist. PER diterapkan 
untuk kemaslahatan umat, 
bank syariah diharuskan 
untuk memperoleh 
persetujuan dari pemilik 
rekening investasi terlebih 
dahulu karena pemengam 
rekening tidak mendapatkan 










Secara tidak langsung, PER 
juga mengandung unsur 










Syariah ?   
yang dapat membuat salah 
satu pihak dirugikan. 
Sebagai contoh kasus yaitu, 
jika cadangan penyetaraan 
laba yang ada tidak dapat 
memenuhi kekurangan bagi 
hasil nasabah terhadap 
proyeksi, maka bank syariah 
wajib menambahi 
kekurangan tersebut dari 
pendapatannya sendiri. 
Sedangkan bila nasabah 
keluar dari akad 
mudharabah, maka cadangan 
akan menjadi milik bank 
syariah. 
4 Dian Nuriyah 

















Terdapat pengurangan atas 
hak nasabah maupun bank 
setelah ditetapkan nisbah 
bagi hasil diawal transaksi 
dan juga rumitnya 
pengelolaan dana cadangan 
yang hanya akan 
memperbesar overlikuiditas 
dan menghambat perputaran 
uang karena banyak idle 
money dibank, sehingga 
Profit Equalization Reserve 
sebagai upaya mitigasi risiko 
perlu dikaji ulang. 
 
F. Kebaruan Penelitian 
Kebaruan dalam penelitian ini adalah sehubungan dengan upaya bank sayriah 




instrumen yang digunakan untuk mengatasi kerugian tersebut yaitu profit equalization 
reserve (PER). Isu yang beredar mengenai profit equalizatian reserve (PER) yaitu sebuah 
cadangan yang dibuat oleh bank islam dengan mengambil alih jumlah tertentu dari laba 
mudharabah, sebelum mengalokasikan keporsi mudharib dan shobibul maal. Tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui penerapan Profit Equalization 
Reserve (PER) tidak bertentangan dengan kaidah fiqih dan ketentuan syariat islam serta 
dapat menjadi solusi dari keluhan masyarakat tentang riba, mengingat isu yang beredar 
adanya unsur riba pada bank.  
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya penelitian 
yang telah dilakukan oleh (Nurlaela Syahril Barokah dan Afiati Kurniasih, 2015)  tentang  
persepsi manajemen bank umum syariah terhadap kemungkinan penerapan PER (profit 
equalization resrve) ditinjau dari sisi akuntansi bank syariah bahwa pesepsi manajemen 
bank umum syariah (BUS), bank muamalat indonesia (BMI) dan bank syariah mandiri 
(BSM) cabang Bogor yaitu kedua bank ini siap untuk menerapkan PER dan ada undang-



















A. Teori Stakeholders 
Rifai (2012) mengatakan bahwa teori stakeholders merupakan teori yang 
menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 
kepentingan sendiri, namun harus juga memberikan manfaat bagi para stakeholdersnya 
(pemegam saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan 
pihak lain. 
      Gray et al (1994) dalam Siddiqui (2008) menyatakan: 
“kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada stakeholder, dan dukungan 
tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari 
dukungan tersebut. Semakin powerfull stakeholder, semakin besar usaha 
perusahaan untuk beradaptasi. Penggungkapan sosial dianggap sebagai media 
komunikasi antara perusahaan dengan stakeholdernya.”  
 
Menurut Freeman (2001) dalam Muhamad (2010) definisi stakeholder adalah 
setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 
pencapaian tujuan organisasi. Muhamad (2010) membagi stakeholder menjadi dua 
berdasarkan karakteristiknya yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. 
Stakeholder primer adalah seorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat 
bertahan untuk going concern, meliputi: shareholder dan investor, karyawan, konsumen, 
dan pemasok, bersama yamg didefinisikan sebagai kelompok stakeholder publik, yaitu: 
pemerintah dan komunitas. Stakeholder sekunder didefinisikan sebagai mereka yang 
mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan 




Definisi lain dilontarkan Rhenald Kasali sebagaimana dikutip oleh (Wibisono, 
2007 dalam Hanafi, 2012) yang menyatakan bahwa yang dimaksud para pihak adalah 
setiap kelompok yang berada didalam maupun diluar perusahaan yang mempunyai peran 
dalam dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini Rhenald kasali 
membagi stakeholder menjadi sebagai berikut: 
1. Stakeholder internal dan stakeholder eksternal 
Stakeholder internal adalah stakeholder yang berada didalam lingkungan 
organisasi. Misalnya karyawan, manajer, dan pemengam saham (shareholder), 
sedangkan stakeholder eksternal adalah stakeholder yang berada diluar 
lingkungan organisasi  seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, 
masyarakat, pemerintah, pers, dan sebagainya. 
2. Stakeholder primer, stakeholder sekunder dan stakeholder marjinal 
Stakeholder yang paling penting disebut stakeholder primer dan stakeholder yang 
kurang mampu disebut stakeholder sekunder, sedangkan yang biasa diabaikan 
disebut stakeholder marjinal. Urutan Prioritas ini pada setiap perusahaan berbeda-




3. Stakeholder tradisional dan stakeholder masa depan 
Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai stakeholder tradisional. Karena 
saat ini sudah berhubungan dengan organisasi, sedangkan stakeholder masa depan 
adalah stakeholder pada masa 15 yang akan datang diperkirakan akan 
memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan 




4. Proponents, Opponents, and Uncommitted (pendukung, penentang, dan yang 
peduli) 
Proprnents (kelompok yang memihak organisasi), opponents (menentang 
organisasi), dan uncomitted (yang tidak peduli atau abai). Dalam hal ini, 
organisasi perlu untuk mengenal stakeholder yang berbeda-beda ini agar dengan 
jernih dapat melihat permasalahan, menyusun strategi untuk melakukan tindakan 
yang proporsional. 
5. Silent majority and vocal minority (pasif dan aktif)   
Aktivitas stakeholder dalam melakukan komplain atau mendukung 
perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungan secara vocal 
(aktif) namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif). Teoti stakeholder 
merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja (stakeholder) 
perusahaan bertanggung jawab (Freeman, 2001 dalam Muhamad, 2010). 
Penerapan PER (Profit Equal Equalization Reserve) menurut teori ini dapat 
dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian pada bank syariah guna 
mengakomodasi keinginan dan kebutuhan pemangku kepentingan sehingga 
perusahaan dapat beraktivitas dengan baik dengan seluruh dukungan pemangku 
kepentingan tersebut (Htay, 2013).     
B. Bank Syariah   
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari‟ah disebut bank umum syariah 
dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah merupakan kata kunci yang sangat 




syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 
dikembangkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang 
syariah yaitu MUI melalui DNS(Dewan Syariah Nasional). Kedua, prinsip syariah adalah 
kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur Riba, maisir, gharar, haram dan zalim.  
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang 
perbankan, pasal yang menjelaskan tentang hal ini yakni pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan 
pengertian bank syariah adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan usahanya berdasarkan 
prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank 
pembiayaan syariah. Menurut Hoque (2012), tujuan dari sistem ekonomi islam yang 
secara khusus memberikan penekanan yang sama pada dimensi etika, moral, sosial dan 
spiritual dalam upaya meningkatkan keadilan dan pembangunan masyarakat secara 
keseluruhan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pada tahap awal perbankan syariah 
tidak bisa disederhanakan dengan bank yang sekedar bebas dari bunga saja, karena ini 
merupakan cara yang salah dalam mereduksi  bank syariah yang hanya memfokuskan 
pada transaksi keuangan saja.  
Perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dilandasi dengan dua gerakan 
renaissance Islam modern yaitu neorevisvalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian 
lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin 
untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur‟an dan As-
Sunnah (Syafi‟i, 2001). Pada mulanya, upaya penerapan sistem profit and loss sharing 
tercatat di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an berupa pengelolaan dana jamaah 
haji secara non-konvensional, sedangkan rintisan institusional lainnya yaitu berdirinya 
Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr di Kairo Mesir pada tahun 1963. Di Indonesia, 




ekonomi islam.hasil dari diskusi tersebut adalah berupa berdirinya Bank Muamalat 
Indonesia (BMI) sebagai Bank Syari‟ah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 
1991 sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI.  
Bank syariah diwujudkan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, yang mampu 
memecahkan maslah perekonomian yang dialami masyarakat dan sanggup meningkatkan 
martabat manusianya. Dengan begitu kehadiran perbankan syariah dengan sendirinya 
akan mampu membawa perubahan perekonomian masyarakat muslim ke arah yang jauh 
lebih baik (Bouaziz, 2012). Menurut Chapra (2001), bahwa salah satu aspek muamalah 
dalam ekonomi islam yang wajib dihindari adalah praktik riba. Oleh karena itu, apa yang 
dijalankan dalam praktek perbankan pun merupakan salah satu aspek muamalah yang 
harus sesuai dengan syariat islam yaitu Al-Qur‟an dan Hadits (Kholid, 2013). Bank islam 
menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi 
(Reni, 2014).  
Menurut Mustafa (2008) Bank islam atau yang selanjutnya disebut Bank 
syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. 
Selanjutnya Muhamad (2005), menyatakan bahwa bank adalah lembaga perantara 
keuangan atau bisa yang disebut financial intermediary artinya lembaga bank adalah 
lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Bank syariah 
merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah. Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, prinsip syariah 
adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang 
syariah. Menurut Sudarsono (2008) bahwa bank memiliki karastristik tersendiri, yaitu 




1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan 
dalam bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan 
kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya 
dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. 
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu 
dihindari, karena persentase dalam hal kewajiban untuk melukan pembayaran 
selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisi utang meskipun 
batas waktu perjanjian telah berakhir. 
3. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan 
perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena 
pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiaya 
hanyalah Allah semata. 
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh 
penyimpangan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaaan 
dana pada proek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan 
prinsip syariah sehingga pada penyimpangan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. 
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank 
dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam harus 
menguasai dasar-dasar muamalah Islam. 
Bank syariah dan bank konvensional, dalam beberapa aspek memiliki persamaan 
teruatama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme trensfer, teknologi komputer 
yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh biaya, seperti KTP, NPWP, proposal, 
laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar 
diantara keduanya, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat 





Pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, 
sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga. 
b) Operasional   
Pada  bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan 
mendapatkan hasil jika diusahakan berupa simpanan yang harus dibayar 
bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan 
dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank 
konvensional aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. 
c) Social        
Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang 
tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional 
tidak tersirat secara tegas. 
d) Organisasi   
Bank syariah harus memiliki DPS, sementara bank konvensional tidak memiliki 
PDS. Dewan Pengurus Syariah (DPS) berfungsi untuk mengawasi operasional 
dan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah agar tetap sesuai dengan 
ketentuan syariah. 
C. Peranan Bank Syariah 
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan syariah adalah bank yang beroperasi 
dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank 
Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya 
dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadist Nabi saw (Djuwaini, 2010). 
Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan 




ingin melepaskan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank 
syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Peraturan 
Pemerintah No. 27 tahun 1992, direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 dalam bentuk 
sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil. 
Pertanyaan mendasar, mengapa bank syariah timbul dan beroperasi ? tampaknya 
ada situasi dan keadaan yang menuntut lahir dan beroperasionalnya bank syariah. 
Masalah pokoknya adalah berkenaan dengan perangkat bunga yang telah dikembangkan 
oleh bank konvensional bunga di Indonesia telah lama melahirkan kontroversi dan 
menjadi ganjalan bagi umat islam. Dan mereka umumnya berharap harus segera 
ditemukan pemecahanya. Reaksi keras pertama kali yang meng-counter persoalan bungan 
bank datang  dari KH Mas Mansur seperti tertuang dalam tulisannya di majalah tabliq 
siaran tahun 1937, bahwa bunga bank menjadi permasalahan yang sangat serius bagi 
umat islam. Namun, karena saat itu belum ada deregulasi moneter dan perbankan, maka 
reaksi tersebut belum menemukan jawaban (Djuwaini, 2010). Baru setelah adanya 
deregulasi moneter dan perbankan pada tahun 1983, sedikit mendapatkan jawaban 
terhadap permasalah bunga bank tersebut.  
Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya bersumber pada konsep uang 
dalam islam, sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan uang. Di dalam 
Islam, uang dipandang sebagai alat ukur, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan 
uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidak adilan, ketidak jujuran, dan 
pengisapan dalam ekonomi tukar menukar. Peranan uang sebagai alat tukar-menukar 
sangat dibenarkan, namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidak adilan, di dalam 
ekonomi tukar-menukar uang digolongkan sebagai riba al-Fazal (Ridwan, 2010). Oleh 




bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan meminjamkan dilarang (apabila ada unsur 
eksploitasi).  
Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di 
dalam pelaksanaanya harus menghilangkan adanya ketidak adilan, ketidak jujuran dan 
penghisapan (eksploitasi) dari suatu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). 
Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra 
investor dan pedagang, sedang dalam hal bank konvensional pada umumnya, 
hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. Sehubungan dengan jalinan investor 
dan pelakunya tersebut maka dalam menjalankan pekerjaanya, bank syariah 
menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah 
(Mardian, 2014).  
Disampaing itu, bank syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas 
bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan 
suatu bunga dari para nasabah tidak timbul. Sistem Lembaga Keuangan atau yang lebih 
khusus lagi disebut aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme 
keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya 
pembangunan suatu bangsa. Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama islam 
tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur kegiatan kehidupannya, termasuk 
diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Namun, di dalam 
perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang 
bersifat sekuleris.  
Dibidang perbankan, sejarah telah mencatat, sejak berdirinya De Javache Bank 
pada tahun 1872, telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang sampai sekarang 




tanpa kecuali umat Islam (Mulawarman, 2013). Rasanya sulit untuk menghilangkan 
tradisi semacam itu, namun apakah hal itu akan berlangsung terus. Upaya apakah yang 
mungkin dapat dijadikan suatu alternatif sebagai solusinya. Suatu kemajuan yang cukup 
menggembirakan, menjelang abad XX ialah terjadinya kebangkitan umat Islam dalam 
segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah 
pada orientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya yaitu 
bunga.  
Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian (konsistensi) dalam 
melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, 
kejujuran dan kebajikan. Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan 
pijakan kokoh setelah adanya Paket Deregulasi, yaitu yang berkaitan dengan lahirnya 
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998, 
dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Syariah 
(Ismail, 2006). Dengan demikian bank ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil 
adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. 
Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan 
sesuatu itu.  
Diantara lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem bagi hasil saat ini 
adalah Bank Muamalat Indonesia, BPR Syariah, Bank Syariah, Bank Mandiri Syariah, 
Baitul Mal wa Tamwil dan asuransi Takaful. Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan 
mampu menjangkau masyarakat paling bawah, untuk mengenal dan memanfaatkan jasa 
bank (lembaga keuangan). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga 
keuangan bank maupun non-bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, 




ke bawah (Nurhayati, 2008). Ketidakmampuan resiko dan biaya operasi, juga dalam 
identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha.  
Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan 
pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% sampai 90% 
kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk yang ikut beroperasi 
adalah rentenir (bank plecit, bahasa: jawa) dengan mengenakan suku bunga yang sangat 
tinggi. Untuk menenggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga 
yang mampu menjadi jalan tengah (Sabir, 2012). Wujud nyatanya adalah degan 
memperbanyak pengoperasionalan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu : BPR 
syariah dan Baitul Mal wa Tamwil. 
D. Ketentuan Hukum Transaksi Syariah 
Syariah atau Syara‟ adalah bahasa Arab secara harfiah berarti jalan yang harus 
dirututi oleh seorang Muslim dalam penghidupannya atau dengan perkataan lain 
merupakan pedoman hidup (way of life) bagi setiap orang islam. Ditinjau dari sudut ilmu 
hukum, syariah adalah dasar-dasar hukum yang mengatur seorang Muslim dalam 
penghidupannya, dasar-dasar mana kita dapati di dalam Al-Qur‟an. Imam abu Hanifah 
memberi pengertian tentang syariah: semua yang diajarkan oleh Rasulullah yang 
merupakan wahyu (Triyuwono, 2007). Sedangkan Imam Syafi‟I membatasi pengertian 
syariah kepada peraturan-peraturan lahir yang bersumber pada wahyu dan kesimpulan-
kesimpulan yang dapat dianalisa dari wahyu mengenai tingkah laku manusia.  
Para ahli hukum Islam banyak mengikuti pengertian syariah menurut Imam Syafi‟i. 
Syaikh Mahmoud Syaltout, Rektor Universitas Al-Azhar mengemukakan bahwa: 
“Syariah itu adalah nama dari bermacam-macam peraturan serta hukum-hukum yang 




diwajibkannya kepada kaum Muslimin supaya berpegangteguh kepada syariah tersebut 
dalam hubungan mereka dengan Allah atau dengan sesama manusia. Menurut Ridwan 
(2010) bahwa hukum-hukum syariah itu meskipun banyak, dapat dikembalikan kepada 
dua faktor utama, yaitu: 
1. Faktor perbuatan yang dikerjakan kaum Muslimin untuk mendekatkan diri 
kepada Tuhan serta mengingat keagungannya yang akan menjadi tanda bukti bagi 
keimanan mereka kepada Allah dan pengawasan diri terhadapnya serta 
menghadapkan hati sepenuhnya kepadanya. Faktor inilah yang biasa dikenal di 
dalam islam dengan nama Ibadat.  
2. Faktor perbuatan yang dikerjakan kaum Muslimin sebagai jalan untuk menjaga 
kemaslahatan dan mencegah kemudaratan baik diantara sesama mereka sendiri, 
maupun antara mereka dan manusia umumnya, dengan jalan menghalangi segala 
tindakan kezaliman (Muhamad, 2001). 
Faktor ini terkenal di dalam Islam dengan nama Muamalat, yang meliputi persoalan 
kekeluargaan, harta pusaka, hal-hal yang bersangkutan dengan harta benda serta tukar-
menukar (jual-beli), demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi tindak 
pidana dan hal-hal yang ada hubungannya dengan masyarakat islam serta sangkut-
pautnya dengan masyarakat lain”. 
Dari pengertian istilah syariah sebagaimana yang diuraikan di atas, tegas dan nyata 
bahwa syariah meliputi ibadat, sehingga degan demikian hukum islam mengandung 
peraturan ibadat. Syariah sebagai hukum Allah yang terakhir yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad SAW sebagai kesudahan nabi-nabi dan yang sempurna haruslah sesuai untuk 
segala masa dan semua tempat, haruslah tidak akan lapuk oleh perubahan masa dan 




semua persoalan secara garis besarnya. Memang demikian halnya dan ini dinyatakan oleh 
Allah di dalam firman-Nya QS. An Nahl/16: 89 sebagai berikut: 
                                  
                       
Terjemahnya: 
(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang 
saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) 
menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab 
(Al-Qur‟an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 
gembira bagi orang-orang yang berserah diri.  
Ayat diatas dengan tegasnya menjelaskan bahwa didalam Al-Qur‟an telah ada 
pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk 
kebahagiaan manusia di dunia dan diakhirat. Menurut ajaran agama islam memang 
syariah ditentukan sebagai kaidah-kaidah pokok untuk keselamatan manusia di dunia ini 
dan di akhirat kelak. Maka itu Al-Qur‟an mensyariatkan wajib adil, wajib adanya 
permusyawaratan, persamaan, menghormati orang lain, memelihara amanah, yang 
kesemuanya itu merupakan masalah pokok atau dasar bagi teraturnya sesuatu masyarakat. 
Pelaksanaan dasar ini diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau lakukan dengan 
sunnahnya, baik yang berupa sabda maupun yang berupa perbuatan atau takdir. 
Tegasnya di zaman Rasul Allah telah diletakan pedoman asasi begi pembentukan 
hukum islam. Beliau memberi petunjuk kepada sejumlah sumber dan dalil-dalil untuk 
menetukan hukuman sesuatu yang belum ada nashnya. Semua hukum yang telah 
disyariatkan di zaman Rasul bersumber kepada wahyu Ilahi atau ijtihad nabawi yang 
timbul karena diperlukan bagi bermacam-macam masalah yang menuntut pemecahan 




sahabatnya dengan tambahan dasar hukum selain dari Al – Qur‟an dan Sunnah Rasul, 
yaitu ijma dalam persoalan yang tiada didapti hukumnya yang terang dalam Al-Qur‟an 
dan Sunnah Rasul, dalam istilah syariat dikenal dengan ijma shahabi. Dengan peristiwa 
ini maka timbullah sutu pengertian istilah syariah yang sempit, yaitu syariah yang 
didasarkan ayat Al-Qur‟an yang tegas, sunnah Rasul yang sahih dan ijma terhadap 
sesuatu masalah yang mengikat seluruh kaum muslimin (Siddik, 1980).  
Konsep syariah dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk kerjasama berusaha 
dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip 
bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah Al-Qur‟an dan Hadits. Al-
Qur‟an menyatakan: 
                           
Terjemahnya: 
 “Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 
yang sepertiga itu” (QS. An-Nisa‟ ayat: 12).  
Berdasarkan ayat diatas, Allah menganjurkan kita untuk melakukan kerja sama 
atau bersekutu dalam hal ini antara nasabah dan bank, dimana nasabah akan memberikan 
modal untuk usaha sementara bank menjadi pihak penyelenggara atau yang melakukan 
investasi atau usaha. Surat lain menyatakan “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali 
orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (QS. Ash-Shad: 24). Sementara 
hadist Nabi SAW, menyatakan dalam hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa 
Rasululllah saw telah bersabda:  
 ٍَِّس َناَكَةبَراَضُم َلاَمْلا َعََفد َاِذإ ِبِّلَطُمْلا ِدْبَع ُهْب ُشاَّبَعْلا اَُود  َْنأ ًِ ِبِحاَص َىلَع َطََرتْشِا




 ََغلَبَف ،َهِمَض َكَِلذ  ياور( ُيَزاََجَأف َمَّلَسَو ًِ ِلآَو ًِ ٍْ َلَع ُالله ىَّلَص ِالله َلْوُسَر ًُُطْرَش
.)شابع هبا هع ظسولأا ىف ًواربطلا            
 
Terjemahnya :  
“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib, jika 
memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, maka ia mensyaratkan 
agar dananya tidak di bawah mengarungi lautan, menuruni lembah yang 
berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang 
bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-
syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun 
membolehkannya”. (H.R Thabrani). 
Hadist diatas menjelaskan bahwa rahmat Allah swt tercurahkan atas dua pihak 
yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala 
berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahanpun akan sirna daripadanya”. Ijma 
mengatakan bahwa para ulama telah berkonsensus akan legitimasi syariah secara global, 
walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya. 
Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa 
kegiatan syariah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah 
jelas dan tegas. Menurut Siddik (1980) bahwa secara garis besar musyarakah dapat dibagi 
kepada syariah amlak dan syariah uqud. Syariah amlak berarti eksistensi suatu 
perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak tetapi terjadi dengan sendirinya. Syariah 
Uqud berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak, syariah ini sendiri. 
E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah  
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam 
melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua 
aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan 




suatu  lembaga  yaitu  Ikatan  Akuntan Indonesia  (IAI) (Muhamad, 2010).   Dengan kata 
lain, Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku 
akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan 
akuntansi.  
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  PSAK nomor 59  sebagai  produk 
pertama  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (DSAK) dan Ikatan  Akuntansi 
Indonesia (IAI) untuk entitas syariah dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi 
keberadaan akuntansi syariah di Indonesia.  PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan 
Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah ini disahkan tanggal 1 Mei 
2002 dan  resmi berlaku mulai 1 Januari 2003.  Setelah  selama  3  tahun  PSAK  59  
dipergunakan,  banyak  kalangan  yang merasa  bahwa  PSAK  59  bisa  diterapkan  pada  
tiga  entitas  saja  seperti  yang tertuang dalam ruang lingkup Akuntansi Perbankan 
Syariah yaitu bahwa PSAK hanya  digunakan  untuk  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  
Unit  Usaha  Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 
Diterbitkannya PSAK nomor 59 tentang akuntansi bank syariah, maka bagi bank 
syariah ini merupakan suatu kemajuan yang sangat luar biasa karena dengan 
dikeluarkannya PSAK tersebut bank syariah telah mempunyai acuan yang baku dalam 
membukukan transaksinya. Hal ini sangatlah berbeda dengan sebelum dikeluarkannya 
PSAK, dimana dalam pencatatan transaksinya belum tentu seragam, pernyataan yang 
tidak tertulis adalah dalam melakukan pencatatan pendapatan bank syariah yang 
mempergunakan konsep dasar kas (cash basis) sedangkan unyuk membukukan beban 
yang dikeluarkan menggunakan konsep dasar akrual (acrual basis). Dalam PSAK 59 




asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha 
(going concern) dan dasar akrual.  
Pendapatan untuk perhitungan bagi hasil menggunakan dasar kas, hal ini juga 
dipertahankan dan diatur dengan jelas dalam PSAK syariah yang baru baik dalam 
Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) maupun 
dalam PSAK 101 tentang penyajian dan penyusunan laporan keuangan syariah. Untuk 
mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, 
pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi (dan bukan pada saat kas 
atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan serta dilaporkan 
dalam laporan keuangan pada priode yang bersangkutan.laporan yang disusun atas dasar 
akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang 
melibatkan penenrimaan dan pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang 
mempersentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Oleh karena itu, laporan 
keunagn menyediakan jenis informasi transksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang 
paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Perhitungan 
pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas. 
F. Fatwa DSN-MUI Mengenai Bank Syariah 
Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, fatwa secara bahasa diartikan sebagai “petuah, 
nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum”. Dalam ilmu Usul Fikih, 
fatwa diartikan sebagai „pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai 
jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Di 
Indonesia lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa lembaga keuangan syariah 
(LKS) termasuk perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Indonesia-Majelis 




Latar belakang dibentuknya DSN-MUI adalah untuk mewujudkan aspirasi umat 
Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam 
bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat 
islam serta merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi 
isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah 
atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh 
kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Adapun fatwa DSN-MUI 
mengenai ketentuan terkait pembentukan dana cadangan sebagai berikut: 
1. Profit Equalization Reserve (PER) adalah dana cadangan yang dibentuk oleh 
LKS yang berasal dari penyisihan selisih laba LKS yang melebihi tingkat imbalan 
atau hasil yang diproyeksikan untuk penyesuaian bagi hasil dana mudharabah 
(muthlaqah); dan dalam hal simpanan dana nasabah menggunakan akad 
mudharabah muqayyadah, jika disepakati para pihak pembentukan cadangan 
penyesuaian bagi hasil dapat pula berasal dari penyisihan keuntungan nasabah 
yang melebihi tingkat bagi hasil yang diproyeksikan; 
2. LKS boleh membentuk dana cadangan (PER) untuk mengantisipasi kemungkinan 
terjadinya realisasi bagi hasil untuk nasabah penyimpan dana dibawah tingkat 
imbalan yang diproyeksikan; 
3. Dana cadangan (PER) secara prinsip boleh dibentuk melalui penyisihan 
keuntungan sebelum dibagihasilkan dengan syarat: 
a. Bagi hasil aktual melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan 




4. Dana cadangan (PER) tidak boleh dibentuk dengan mengurangi bagi hasil yang 
merupakan hak nasabah DPK apabila bagi hasil aktual lebih kecil dari tingkat 
imbalan yang diproyeksikan; 
5. Dana cadangan (PER) yang dibentuk LKS dari penyisihan keuntungan sebelum 
dibagihasilkan yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan merupakan hak 
nasabah DPK secara kolektif yang harus dikelola secara terpisah oleh LKS untuk 
proses pengaturan pendapatan dan tingkat imbalan bagi nasabah DPK; 
6. Pengaturan dan pengawan lebih lanjut terhadap kebijakan dan pelaksanaan LKS 
dalam pembentukan dana cadangan (PER) dan penggunaannya merupakan 
kewenangan pihak otoritas;    
G. PER (Profit Equalization Reserve)        
Ekspansi yang begitu cepat dari Industri Keuangan Islam dalam beberapa tahun 
terakhir telah menimbulkan kebutuhan akan sebuah kebijakan untuk membantu 
mengintegrasikan keuangan Islam dalam sistem keuangan nasional dan global. Secara 
khusus, desain dan implementasi Basel II yang standarnya setarauntuk Bank Islam, dan 
penerapan sistem manajemen risiko yang efektif , yang mencerminkan fitur operasional 
khusus keuangan Islam, semakin mengemuka. Walaupun IFSB (Islamic Financial 
Service Board) telah mengeluarkan berbagai standar kehati-hatian dan pedoman yang 
sejalan dengan Basel II dan juga cocok dengan sistem Keuangan Islam, penerapan standar 
ini memerlukan pendekatan pengukuran resiko yang baru (Trihantana, 2015).  
Khususnya, sebuah isu sangat penting dalam pengelolaan risiko oleh Bank Syariah 
secara global, adalah bagaimana mengukur dan mengelola risiko yang berkarakteristik 
bagi hasil (mudharabah) ,yang merupakan sumber utama pendanaan Bank Syariah. 




dari contoh 12 bank syariah di negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Profit 
Equalization Reserve (PER) dan Investment Risk Reserve (IRR) adalah sebuah Instrumen 
yang di gunakan untuk mengantisipasi kerugian dari asset yang diinvestasikan, baik dari 
sisi Bank maupun dari pemilik rekening simpanan/shaibul maal.  
Tujuannya adalah untuk memberikan tingkat profitabilitas/kepastian yang lebih 
tinggi dari nature bisnis syariah, utamanya Bank syariah yang cenderung memiliki 
tingkatvolatilitas lebih dari daripada Bank Konvensional dikarenakan implementasi 
transaksi-transaksi berakad mudharabah atau musyarakah. Dalam bahasa ekonomisnya 
adalah bahwa implementasi dari PER dan IRR ditujukan untuk membantu mengelola 
tingkat Displaced Commercial Risk (DCR) yang didefinisikan sebagai sebuah resiko yang 
muncul ketika Bank Syariah berada dalam tekanan untuk memberikan hasil (return) yang 
lebih tinggi kepada Investor atau deposannya melebihi yang seharusnya diberikan 
berdasarkan kontrak investasi sebelumnya (Barokah, 2015).  
Banyak alasan yang dikemukakan terkait isu DCR tersebut, salah satunya adalah 
masalah likuiditas Bank Syariah, dimana ketika bagi hasil lebih rendah dari Bank 
Konvensional, dikhawatirkan akan terjadi “fund flight” yang cukup besar dari Bank 
Syariah ke Bank Konvensional dikarenakan suku bunga konvensional lebih tinggi 
dibanding imbal hasil Bank Syariah, dengan demikian, likuiditas dari Bank-Bank Syariah 
tersebut menjadi semakin menipis. Profit equalization reserve (PER) sendiri menurut 
standar The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI) adalah sebagian dari pendapatan kotor dari pendapatan murabahah yang 
dikeluarkan atau disisihkan, sebelum mengalokasikannya ke bagian Mudharib dengan 
tujuan untuk memberikan hasil yang lebih merata kepada pemilik rekening dan pemegang 




Investment Risk Reserve (IRR) adalah sebagian dari pendapatan Investor yang 
disesuaikan dengan cara mengurangi bagian dari pendapatan mudharibyang bertujuan 
untuk menutupi kerugian-kerugian di masa yang akan datang pada sebuah Investasi yang 
dibiayai dengan skema pembiayaan berbentuk/berakad bagi hasil. Secara prinsip, pada 
kontrak mudharabah, semua kerugian (disebabkan oleh resiko kredit dan pasar) 
ditanggung oleh Investor, sedangkan keuntungan dibagi antara Investor dan mudharib 
secara proporsional sesuai kontrak (Megasari, 2010). Namun, setiap kerugian yang 
diakibatkan oleh “kesalahan dan kelalaian” (resiko operasional), ditanggung oleh 
mudharib. Namun dengan diberlakukannya PER atau IRR, Bank Syariah dapat menjaga 
pembayaran kepada investor tetap berada pada level “pasar” walaupun hasil aktual dari 
asset yang diinvestasikan melampaui ataupun dibawah suku bunga pasar.  
PER yang diakumulasikan tersebut yang sebenarnya ekuitas dari investor dan 
pemegang saham dapat ditarik kemudian untuk meratakan imbal hasil ketika imbal hasil 
dari sebuah investasi menurun, begitu pula dengan akumulasi IRR, yang sebenarnya 
merupakan milik investor dapat digunakan untuk menutupi kerugian-kerugian yang dapat 
saja muncul dimasa yang akan datang. Sebagai tambahan, ketika akumulasi PER tidak 
mencukupi dalam memberikan imbal hasil yang “selevel” dengan suku bunga pasar, 
Bank Syariah dapat saja memberikan sebagian dari porsi pendapatan mereka kepada 
investor atau depositor. 
Pendapatan kotor dari pendapatan Murabahah yang disisihkan dan kemudian 
digunakan untuk menutupi equivalent rate yang berada dibawa suku bunga bank 
konvensional, harus dilihat manfaat bagi pihak bank dan pihak nasabah baik deposan 
maupun nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip 




produk dan operasional perbankan dilandasi oleh religius value dan juga adanya falah 
oriented. Orientasi perbankan syariah selain maximization of profit juga harus mengaju 
kepada tujuan syara‟ (Maqasid asy- Syari’ah). Terkait dengan penerapan PER, maka 
pihak perbankan Syariah khusunya DSN harus membuat Fatwa, sehingga masyarakat, 
praktisi dan juga akademis semakin yakin akan kebolehan penerapan PER.   
Ketersediaan informasi yang dipublikasikan oleh Bank Syariah dalam hal praktek 
PER dan IRR sangat terbatas. Dalam sebuah analisa atas pengungkapan praktek tersebut 
(berdasarkan laporan tahunan 2001-2003), hanya sekitar 30% saja dari bank-bank yang 
disurvei, yang mengungkapkan jumlah PER dalam neraca mereka (sundararajan 2005). 
Kebanyakan dari Bank Sentral, menyerahkan metodologi perhitungan mudharabah, baik 
PER maupun IRR, ditentukan oleh kebijakan Bank-Bank Syariah itu sendiridan tidak ada 
persyaratan pengungkapan tertentu pengawasan atas PER atau IRR, selain yang timbul 
dari standar akuntansi yang berlaku. Dalam penggunaan PER, Ma‟ruf sebelumnya 
mengatakan bisa dilakukan bank syariah jika dianggap perlu. Namun, langkah tersebut 
tidak bisa dijadikan aturan baku dalam perbankan syariah. PER bisa dilakukan asal tidak 














H. Kerangka pikir 





























Penerapan Equalization Reserve 












A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian tentang implementasi profit equalization reserve perbankan 
syariah dalam tinjauan fiqih di Indonesia merupakan sebuah penelitian yang menggunakan 
pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan setiap gejala 
yang terjadi secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 
memanfaatkan diri penelitian sebagai instrument kunci.  
Penelitian kualitatif bersifat fenomenologi dan cenderung menggunakan analisis 
dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, 
serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya bermanfaat 
untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya (Moleong, 2007). 
2. Lokasi Penelitian 
Penetapan lokasi penelitian yang dipilih adalah PT BNI Syariah cabang Makassar 
yang beralamat di Jl. DR. Sam  Ratulangi No. 140 Kel. Mario, Kec. Mariso Makassar 
Sulawesi Selatan. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk 
menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa individu, 




Jadi disini peniliti ingin makna dari pengalaman yang dialami oleh informan selama 
bekerja di PT BNI Syariah cabang Makassar. Fokus penilitian fenomenologi tidak hanya 
sekedar fenomena, akan tetapi pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau 
yang mengalaminya secara langsung (Kuswarno, 2009). 
Fokus model pendekatan fenomenologi adalah pengalaman yang dialami oleh 
individu. Bagaimana individu memknai pengalamannya tersebut berkaitan dengan 
fenomena tertentu yang sangat berarti bagi seorang individu yang bersangkutan. 
Pengalaman yang dibahas disini bukan sekedar pengalaman biasa, melainkan pengalaman 
yang berkaitan dengan struktur dan tingkat kesadaran individu seacara langsung maupun 
tidak langsung. Pendekatan fenomenologi memfokuskan pada pengalaman pribadi 
individu, subjek penelitiannya adalah orang yang mengalami langsung kejadian atau 
fenomena ybg terjadi, bukan individu yang hanya mengetahui suatu fenomena secara tidak 
langsung atau melalui media tertentu (Ghony dan Fauzan, 2012).    
 
  
C. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu: 
1. Sumber Data Primer 
Data primer merupakan data-data utama yang diperoleh dari hasil interview atau 
wawancara dan kuesioner yang ditujukan kepada kepala cabang dan accounting pada bank 
BNI syariah cabang Makassar. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yakni data pendukung yang diperoleh melalui dokumentasi dari berbagai 
literatur. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari sumber kedua data yang 




pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi, metode ini digunakan untuk 
mendapatkan berupa data tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, internet, serta laporan 
penelitian dokumen dan lain sebagainya.    
D.  Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode 
penelitian lapangan (Field Research) dengan cara sebagai berikut : 
1. Observasi  
Observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan observasi terbuka. 
Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data 
bahwa sedang melakukan penelitian, sehingga responden mengetahui sejak awal sampai 
akhir tentang aktivitas peneliti. Dalam observasi, peneliti melakukan pengamatan secara 
langsung ditempat penelitian, sehingga dapat melihat sekaligus mencermati bagaimana 
pelaksanaan akad mudharabah, kemudian peneliti akan melihat hubungan dengan 
penerapan PER (Profit Equalization Reserve). 
2. Teknik Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber terkait 
pembahasan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini tehnik wawancara dilakukan dengan 
dua cara yaitu wawancara langsung dan tidak langsung.  Adapun narasumber dalam 
penelitian ini adalah kepala cabang BNI Syariah bapak Sulfan Lukman. 
3. Teknik Dokumentasi 
Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari catatan-catatan dan rekaman serta foto 
yang diperoleh peneliti dari informasi selama proses observasi dan wawancara 
berlangsung, serta dokumentasi ini diperoleh dari data-data perbankan syariah. 
E. Informan Penelitian 
Hasil penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara secara 
mendalam kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam wawancara peneliti akan mencatat 




yang akan didapatkan dari hasil wawancara yang memungkinkan untuk dilakukannya 
yaitu wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung dengan informan dan 
mengajukan pertanyaan secara lisan yang dilakukan melalui tatap muka dan yang menjadi 
informan dalam wawancara ini adalah Zulfan Lukman sebagai FAH pada  Bank BNI 
Syariah cabang Makassar. Adapun instrumen penelitian yang di maksud adalah peneliti 
dan menggunakan alat bantu yang dipakai dalam melaksanakan penelitian seperti:  
1. Pedoman wawancara, yaitu peneliti membuat petunjuk wawancara untuk 
memudahkan penilitian dalam berdialog dan mendapat data tentang rumusan 
masalah yang akan diteliti. 
2. Handphone, yaitu alat yang akan penulis gunakan dalam melakukan dokumentansi 
sehingga informasi yang berbentuk catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan penelitian dapat penulis rekam. 
3. Alat tulis yaitu alat yang digunakan saat melakukan wawancara sehingga informasi 
yang diberikan oleh informan menjadi lebih akurat dan objektif. Dengan melakukan 
pencatatan hal-hal yang penting dari narasumber. 
F. Metode Analisis Data 
Tahapan ini merupakan suatu tahapan untuk mencari dan menyusun secara 
sistematis dari hasil observasi, wawancara dan data pendukung lainnya guna memberi 
pemahaman kepada peneliti atas fenomena apa yang diteliti. Analisa data dalam penelitian 
kualitatif adalah upaya yang di lakukan dengan bekerja pada data, mengorganisasikan 
serta memilahnya untuk kemudian dijadikan sebuah satuan yang dapat dikelola serta dapat 
ditemukan pola yang penting dari apa yang dipelajari untuk kemudian mengahasilkan 
sebuah keputusan yang dapat menjadi bahan informasi oleh orang lain. 
Sehubungan dengan penelitian ini, maka data-data yang telah terkumpul dari hasil 




dalam kategori atau pokok-pokok bahasan untuk diusulkan dan diuraikan sedemikian rupa 
kemudian dikaitkan dengan teori yang ada. Penulis menempuh tiga cara dalam mengelolah 
data dalam penelitian ini: 
1. Reduksi data (data reduction) berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan 
memfokuskan pada hal-hal penting. Reduksi data dimaksud untuk menemukan data 
ulang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. 
2. Penyajian data (data display) merupakan data yang sudah direduksi dan disajikan 
dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian 
data tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana 
selanjutnya. 
3. Verifikasi data (conclution drawing/verification) merupakan penarikan kesimpulan 
yang sudah disajikan, dianalisi secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh 
dilapangan. Dalam penelitian ini dipakai untuk penentuan hasil akhir dari 
keseluruhan permasalahan dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan 
masalahnya. Pada bagian ini akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang mendalam 
secara komprehensif dari data hasil penelitian. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Kredibilitas atau keabsahan sebuah penelitian sangat berkaitan dengan seberapa jauh 
kebenaran hasi penelitian dapat dipercaya dan diterima. Uji kredibilitas data atau kepercayaan 
terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan melakukan perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan sejawat, 
analisis kasus negatif dan member check. Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data 
penelitian dilakukan dengan cara:  
1. Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 




penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berguna untuk 
menguji kredibilitas data dengan cara mengecek dan memeriksa data yang telah 
diperoleh melalui beberapa sumber. 
2. Menggunakan bahan referensi, adanya pendukung dan pelengkap dapat dijadikan 
sebagai pembuktian data yang telah ditemuka oleh peniliti. Data hasil wawancara 


























A. Gambaran Umum Objek penelitian  
1. Profil dan Sejarah Singkat Berdirinya BNI dan BNI Syariah 
Berdiri sejak 5 juli 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, 
merupakan Bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sejalan 
dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, 
nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini 
menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46” dan ditetapkan 
bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Dari tahun ke tahun BNI 
selalu menunjukkan kekuatannya dalam industri perbankan dan kepercayaan masyarakat pun 
terbangun dalam memilih Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat penyimpanan segala 
alat kekayaan yang terpercaya.  
Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai 
bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan 
prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan 
umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang 
memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, diawali dengan 
pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin 
prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah 
menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang, syariah sebagai berikut : 
a. Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah 





b. Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah yang difokuskan ke 
kota-kota besar di Indonesia, yakni : Jakarta (2 cabang), Bandung, Makassar, dan 
Padang. 
c. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk 
layanan perbankan syariah, tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang 
syariah baru di Medan dan Palembang. 
d. Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah 
Prima di Jakarta dan Surabaya. 
2. VISI dan MISI BNI Syariah  
a. Visi 
Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan 
kinerja. 
b. Misi 
1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian 
lingkungan. 
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. 
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 
4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan 
berprestasi sebagai pegawai sebagai perwujudan ibadah. 
5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 
3. Struktur Organisasi dan Diskripsi Tugas BNI Syariah cabang Makassar 
























b. Deskripsi Tugas 
1. Divisi Kepatuhan 
Tugas dan tanggung jawab: 
1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank. 
2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan 
ditetapkan oleh direksi. 
3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk 




























 Pel. Uang 
Tunai 






4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta 
kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas jasa 
keuangan dan peratutran perundang-undangan yang berlaku. 
5) Meminalkan risiko kepatuhan bank. 
6) Melakukan tindakan pencengahan agar kebijakan dan atau keputusan yang 
diambil direksi bank tidak menyimpan dari ketentuan otoritas jasa keuangan dan 
peraturan perundang-undanga yang berlaku 
7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan. 
8) Melakukan hak dan kewajiban direktur sebagaimana diatur dalam undang-undang 
perseroan terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan 
keputusan dari seluruh anggota direksi bank.   
     
2. Pimpinan Cabang 
Tugas dan tanggung jawab: 
1) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum bank untuk masa yang akan 
datang kepada dewan komisaris agar tercapai tujuan kontinuitas operasional 
perusahaan. 
2) Menyusun dan mengusulkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja 
untuk tahun buku yang baru kepada dewan komisaris. 
3) Mengajukan rencana dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan 
berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapatkan penilaian. 
4) Menyetujui pemindah tangan saham – saham kepada pemilik baru yang ditujukan 
atau dipilih oleh pemegang saham lama, setelah mengikuti prosedur yang 
ditetapkan dalam anggaran dasar mengenai pemindah tanganan saham-saham. 




6) Mengajukan kepada dewan komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan 
bank kepada masyarakat untuk disetujui. 
7) Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen 
lainnya dalam transaksi-transaksi bank. 
8) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang 
direksi. 
9) Mengangkat pejabat-pejabat bank yang akan diberi tanggung jawab untuk 
mengawasi kegiatan bank. 
10) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada 
pejabat dan pegawai bank. 
11) Mengamankan harta kekayaan bank agar terlindungi dari bahaya kebakaran, 
pencurian, perampokan dan kerusakan. 
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh dewan komisaris. 
13) Menyusun dan tanggung jawab atas penyusunan rencana kerja yang dituangkan 
dalam rencana kerja bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia. 
14) Melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas ketidaksesuaian dalam penyaluran 
dana yang ditemui oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).  
15) Melaksanakan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan 
peraturan yang berlaku. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada komisaris 
disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan sekurang-kurangnya 
mengenai : 
a) Perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana secara keseluruhan. 
b) Perkembangan dan kualitas penyaluran dana yang diberikan kepada pihak 
yang terkait maupun yang tidak terkait. 




d) Pelaksanaan operasional kerja sebagaimana telah tertuang dalam rencana 
kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia. 
3. Unit Pemasaran 
Tugas dan tanggung jawab: 
1) Memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap staf yang ada 
dibawahnya. 
2) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan 
berkala yang disampaikan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
3) Menjaga dan mengusahakan tercapaianya laba yang telah ditargetkan bank. 
4) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran 
dan selalu memperhatikan situasipasar serta melihat faktor-faktor yang 
mungkin mempengaruhi perkembangannya. 
5) Membawahi langsung Account officer.   
4. Pimpinan Bidang Operasional 
Tugas dan tanggung jawab: 
1) Membantu terlaksananya tugas direksi dan bagian-bagian lainnya dalam 
pengadaan sarana operasional dan fasilitas-fasilitas lainnya. 
2) Memantau perkembangan asset dan likuiditas perusahaan. 
3) Melakukan checker terhadap transaksi yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. 
4) Mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan teller, accounting, 
admin PYD/legal dan umum jika yang bersangkutan berhalangan hadir. 
5) Memback-up semua bagian operasional jika ada bagian tugas tertentu di dalam 




6) Melakukan koordinasi dengan bagian marketing untuk kelancaran operasional 
sehari-hari. 
7) Mengarahkan personil untuk melancarkan operasional. 
8) Mengawasi sistem dan prosedur operasional yang dijalankan.  
5. Unit Pelayanan Nasabah 
Tugas dan tanggungn jawab: 
1) Memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk-
produk maupun syarat-syarat serta tat cara prosedurnya. 
2) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan 
nasabah. 
3) Melayani percetakan cek atau bliyet giro. 
4) Melayani nasabah yang butuh informasi tentang saldo dan mutasi rekening. 
5) Melayani nasabah yang ingin pindah kecabang lain. 
6) Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa bank seperti transfer, inkaso, 
pemindahan bukuan rekening antar nasabah, auto save, surat refrensi bank dan 
sebagainya.   
6. Unit Keuangan dan Umum 
Tugas dan tanggung jawab: 
1) Mengkoordinir dan mengawasi semua aktifitas yang berhubungan dengan 
pembiayaan. 
2) Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan setiap nasabah dalam 
hal pemeriksaan kelengkapan dokumen pembiayaan. 
3) Mengurus kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan yang 
akan atau telah diberikan kepada nasabah seperti surat-surat perjanjian 




4) Mengawasi dan mengatur pengarsipan terhadap semua dokumen yang 
berhubungan dengan pembiayaan menurut sistem dan data yang telah ditentukan. 
5) Mengatur peminjaman arsip dokumen kepada pegawai berwenang dan 
menghindari kerusakan atau kehilangan atas dokumen-dokumen tersebut. 
6) Menyiapkan dan membuat surat-surat pengikatan atau pembiayaan yang telah 
disetujui. 
7. Unit Operasional 
Tugas dan tanggung jawab: 
1) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan. 
2) Bertanggungjawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulan an kepada 
direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi. 
4) Bertanggungjawab kepada direksi 
5) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang dibawahnya (Teller, 
pembukuan, CS, administrasi dan legal, kepala kantor kas, bagian umum dan 
personalia).  
B. Hasil penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah BNI syariah cabang Makassar yang beralamat di Jl. 
DR. Sam Ratulangi No. 140. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui penerapan Profit 
Equalization Reserve (PER) dalam tinjauan fiqih pada PT BNI syariah. Adapun hasil 
wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Sumber Pendapatan Bank Syariah 
Bank merupakan salah satu lembaga keungan yang paling banyak dimanfaatkan 
masyarakat untuk mengatasi permasalahan keuangan. Berikut adalah beberapa sumber 




1) Keuntungan dari Bunga atau Bagi Hasil 
Dalam perbankan yang paling identik dengan bank adalah bunga (bank konvensional) 
dan bagi hasil (bank syariah). Ini adalah sumber pendapatan utama dari setiap bank. Bunga 
dan bagi hasil adalah pendapatan yang diterima bank dari pihak yang meminjam uang kepada 
bank tersebut. Bank sendiri, memberikan pinjaman uang tersebut menggunakan uang yang 
telah dihimpun dari para nasabahnya. Jadi disini bank tidak menggunakan uangnya, 
melainkan menggunakan uang nasabah untuk memberikan pinjaman kepada peminjam. Dan 
dari situlah bank mendapatkan keuntungan berupa bunga atau bagi hasil. Menurut Bapak 
Sulfan Lukman tentang sistem bagi hasil bank syariah bahwa: 
“Ada beberapa sistem bagi hasil dalan BNI syariah, yaitu pertama besar ratio disepakati 
pada awal akad dibuat yang berpedoman untung dan rugi. Kedua, besar ratio didasarkan 
pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga, ratio atau nisbah tidak akan berubah 
selama akad masih berlaku dari awal akad dibuat. Terakhir, besar laba bergantung pada 
keuntungan yang didapat pihak bank dan akan semakin meningkat ketika keuntungan 
bank juga meningkat”.  
Berdasarkan uraian diatas, sumber pendapatan bank yang paling utama adalah bunga 
atau bagi hasil. Bank syariah menggunakan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, 
yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya 
keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani.  
2) Keuntungan dari Aset Sitaan 
Ketika berusaha meminjam uang di bank, mungkin tidak asing lagi dengan istilah 
agunan. Agunan adalah jaminan untuk bank agar tidak rugi ketika terjadi kredit macet. 
Walaupun bank tidak akan pernah mengharapkan terjadi kredit macet, namun memanfaatkan 
jaminan yang diberikan oleh peminjam dapat memberikan keuntungan bagi bank. Bank bisa 





“Selanjutnya sumber keuntungan bank yaitu keuntungan dari aset sitaan apabila terjadi 
kemacetan dalam pembayaran. Akan tetapi, sebelum melakukan penyitaaan pihak harus 
memberitahukan kepada nasabah mengenai keterlambatan pembayaran kemudian 
memberikan surat peringatan. kalau sudah surat peringatan 1 dan 2 tetapi tidak ada 
respon barulah penyitaan aset dilakukan”.  
 
3) Pendapatan Per Jasa (Fee Based Income) 
Fee based income adalah pendapatan yang diperoleh bank dari setiap jasa yang 
diberikan kepada nasabah. Ini bentuknya ada banyak, contoh yang paling mudah adalah biaya 
administrasi bulanan, biaya transfer ke rekening lain. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan 
bapak Sulfan Lukman yang menyatakan bahwa: 
“Besarnya biaya administrasi ini berbeda-beda ya, ada yang hanya 2.000, 6.500, 12.000 
tergantung jenis jasa”.  
4) Keuntungan dari Investasi 
Bank memang identik dengan sumber pendapatan dari bunga dan bagi hasil, tapi pada 
kenyataannya tak jarang bank berinovasi untuk mencari sumber pendapatan lainnya, salah 
satunya adalah dengan investasi. Sama seperti konsep pinjaman, bank dalam melakukan 
investasi juga menggunakan dana nasabahnya, bukan dana milik bank. Hanya saja, bank tidak 
bisa menggunakan begitu saja dana milik nasabah, tetapi nasabahnya itu sendiri yang harus 
suka rela ikut berinvestasi. Sebagai imbal baliknya, nasabah juga akan mendapatkan bagian 
dari hasil investasi tersebut. Bentuk investasi yang sering  dilakukan oleh bank adalah dalam 
bentuk reksadana. Nah, reksadana inilah yang bisa di beli oleh nasabah, tanpa membelinya 
nasabah tidak akan ikut dalam investasi bank. 
5) Keuntungan dari Layanan Safe Deposit Box (SDB) 
Salah satu produk jasa dari perbankan yang tidak kalah laris dari produk lainnya 
adalah Safe Deposit Box, atau sering disingkat SDB. Ini adalah layanan penyimpanan barang 
yang sangat aman, layaknya kalian menyimpan uang di bank, menyimpan barang di bank 




sejumlah biaya. Layanan dari bank ini cukup laris di pasaran, khususnya untuk perusahaan 
dalam menyimpan surat-surat berharga, atau masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang 
tinggi dalam menyimpan harta dan barang-barang penting lainnya. 
b. Risiko yang Kemungkinan Terjadi pada Perbankan Syariah 
1. Risiko Pembiayaan 
Dana mudharabah disalurkan oleh BNI syariah linkage sekitar 90% dana 
mudharabah tersebut disalurkan melalui pola pembiayaan berjenjang yakni dengan 
membiayai koperasi syariah, BPRS dan lembaga keuangan syariah lainnya.  Dana yang 
disalurkan pun akan kembali kepada nasabah masing-masing lembaga keuangan syariah, 
sehinggah return mudahrabah  BNI syariah tiap bulannya selalu stabil. Dalam menilai risiko 
diatas risiko parameter yang digunakan adalah komposisi portofolio aset dan tingkat 
konsentrasi. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Sulfan Lukman sebagai berikut: 
“Kerugian terbesar Bank timbul dari sisi pembiayaan yaitu terjadinya kredit macet 
karna uang yang kita salurkan kepada nasabah pembiayaan itu adalah dana dari 
masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan kepada masyarakat” 
(Rabu, 09 Mei 2018). 
Selain itu, risiko-risiko lain juga muncul dari pembayaran pokok atau angsuran pokok 
yang sering menunggak atau biasa disebut kolektibilas. Kolektibilitas adalah keadaan 
pembyaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat 
kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau 
penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu 
pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus 
(special mention), kurang lancar, diragukan, dan macet (collectibility). Hal ini juga dijelaskan 
oleh responden BNI Syariah Bapak Sulfan Lukman bahwa:   
“Kolektibilas ini adalah tingkat kesehatan nasabah dibank, nasabah yang angsur ke 
bank itu ada risiko-risiko yang muncul yaitu gagal bayar atau menunggak, nah nasabah 




perhatian khusus , ketiga yaitu kurang lancar, keempat yaitu diragukan  dan yang 
kelima macet. Ini adalah risiko kemungkinan yang timbul”.      
2. Risiko Pasar (Market Risk)  
Dalam risiko pasar, apabila nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing mengalami 
penurunan yang diakibatkan  oleh konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi 
nilai tukar terhadap laba rugi bank, sehingga dalam proses Profit Equalization Reserve (PER) 
tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan atau tidak dapat mencapai tujuan, 
sehinggah apabila tidak sesuai ekspektasi maka Profit Equalization Reserve (PER) ini tidak 
diterapkan.  
3. Risiko Operasional (Operational Risk) 
Dalam praktinya, penerapan Profit Equalization Reserve (PER) diharapkan dapat 
menyeimbangkan return mudharabah deposan. Sehingga risiko operasional, yakni yang 
terjadi dari kelemahan pegawasan internal dan tata kelolah perusahaan (Corporate 
Governance) juga dapat menyebabkan jatuhnya pendapatan atau arus kas bersih bank 
dibandingkan dengan apa yang diharapkan atau ditargetkan sehingga menimbulkan masalah 
likuiditas bank. Bank syariah dalam menjalankan usahanya, perlu memperoleh keuntungan. 
Dalam memperoleh keuntungan disyaratkan bahwa: 
a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang 
diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. 
Dalam hal ini perhitungan harus dilakukan secara cermat agar tidak membuat 
ketidakjelasan perhitungan yang akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah. 
b) Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam setiap nominal, misalnya satu 
juta, dua juta dan seterusnya. Jika ditentukan dengan nilai nominal, berarti shahibul maal 
telah mematok untuk nominal tertentu dari sebuah uasaha yang belum jelas untung-




c) Nisbah pembagian ditentukan pada persentase misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya. 
Persentase tersebut tidak harus terikat pada bilangan tertentu.  
4. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) 
Risiko likuiditas biasanya terjadi karena kegagalan dalam mengelola dana atau karena 
kondisi ekonomi yang tidak kondusif yang menyebabkan likuiditas terganggu karena 
penarikan dana oleh nasabah secara terus-menerus, sehingga bank tidak dapat memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya. Instrumen Profit Equalization Reserve (PER) itu sendiri 
termasuk kedalam kewajiban jangka pendek bank syariah. Dengan diberlakukannya Profit 
Equalization Reserve (PER) bank dapat mengelolah penawaran dan permintaan likuiditas 
bank dengan tepat, sehingga dapat menjalankan usahanya dengan aman. Menjaga 
kepentingan dengan pemangku kepentingan serta dapat menghindari masalah risiko 
likuiditas. 
Dana yang diperbolehkan untuk memitigasi risiko pada usaha yang dijalankan bank 
syariah, adalah: 
a) Dana masyarakat (dana pihak ketiga) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat baik 
berasal dari individu, perusahaan, pemerintah, koperasi dan lain-lain yang berbentuk 
mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. 
b) Dana pinjaman (dana pihak kedua) adalah pendanaan yang sumbernya berasal dari pihak 
yang memberikan pinjaman kepada bank. 
c) Dana sendiri (dana pihak kesatu) adalah dana yang berasal dari pemegam saham atau 
pemilik. Pada dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah 
dana sendiri, selain untuk memenuhi kewajiban dalam menyediakan modal minimum 
juga untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing.   




Risiko hukum yang akan dihadapi pada penerapan Profit Equalization Reserve (PER) 
adalah ketidak patuhan para pihak terhadap aturan, fatwa dan kesepakatan, sehingga 
menimbulkan gugatan. Penerapan Profit Equalization Reserve (PER) dapat diterapkan 
apabila sudah aturan atau fatwa DSN MUI yang memperbolehkan pencadangan return 
mudharabah pada bank syariah, sehingga tidak melanggar peraturan atau hukum yang 
berlaku. 
6. Risiko Reputasi (Repucation Risk) 
Banyak hal yang bisa mendorong meningkatnya risiko reputasi. Namun ada beberapa 
cara untuk mengatasinya dengan mengurai parameter-parameter untuk mengukur risiko 
reputasi tersebut. Untuk parameter reputasi pemilik bank dan perusahaan terkait diharapkan 
agar selalu berkoordinasi dengan holding dalam membangun keselarasan berkomunikasi 
ataupun dalam upaya menjaga risiko reputasi. Begitu juga sebaliknya apabila suatu bank 
mendapatkan reputasi yang negatif yang sekiranya akan berpengaruh terhadap reputasi 
holdingnya, diharapkan agar segera berkoordinasi dengan holding group. Dalam upaya untuk 
mengantisipasi parameter frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif bank, 
bank perlu meningkatkan aktivitas media relationnya agar bisa memonitor apabila ada 
pemberitaan negatif.  
7.  Risiko Kepatuhan (Compliance Risk) 
Risiko kepatuhan akan terjadi apabila bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan 
peraturan perundang-undangan dalam ketentuan lainnya yang berlaku, dalam hal ini fatwa 
DSN MUI. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan bank untuk 
memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau atau yang akan datang. Risiko 
kepatuhan diukur berdasarkan sejumlah parameter, yakni: 
a) Jenis dari signifikasi pelanggaran yang dilakukan. 




c) Perilaku yang mendasari pelanggaran. 
d) Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan. 
1. Penerapan Profit Equalization Reserve (PER) dalam Perspektif Kaidah Fiqih di PT 
BNI Syariah 
Dalam menentukan hukum islam, para ulama menggunakan maqasid syariah atau 
mashlahah untuk mencari kemashlahatan yang terkandung didalam permasalahan yang 
sedang dihadapi, artinya maqasid syariah atau mashlahah  adalah untuk mewujudkan 
kemashlahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan lima pokok penting (agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta). Adapun jika dilihat dari tingkatan pada mashlahah, para ulama ushul 
fiqih telah membagi menjadi 3 tingkatan yaitu: 
a. Mashlahah Dharuriyat, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan 
oleh kehidupan manusia baik tentang agama maupun dunia. 
b. Mashlahah Hajjiyat, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya untuk menghilangkan 
kesulitan manusia, namun jikakemashlahatan ini diabaikan tidak merusak kehidupan 
(kebutuhan) tapi akan menimbulkan kesulitan. 
c. Mashlahah Tahsiniyat, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya untuk mendukung dan 
melengkapi kemashlahatan yang lain dan ketiadaannya tidak langsung merusak 
penjagaan terhadap agama, jiwa, keturunan dan harta. 
Dari pembagian mashlahah berdasarkan tingkatnya, maka Profit Equalization Reserve 
(PER) masuk pada mashlahah tingkat tiga yaitu mashlahah tahsiniyat, dimana keberadaan 
Profit Equalization Reserve (PER) ini merupakan pendukung dan pelengkap yang digunakan 
dalam memitigasi risiko yang bertujuan untuk mempertahankan tingkat pengembalian yang 
sebanding dengan tarif bunga bank konvensional.  




“Bahwa Profit Equalization Reserve (PER) atau dengan kata lain pencadangan 
dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian. Pencadangan ini 
sudah ada dan berlaku sejak berdirinya bank dan dimulainya pembiayaan”.  
Sedangkan jika kita dari ada dan tidak adanya oleh syar‟i maka mashlahah ini terbagi 
menjadi tiga, yaitu: 
a. Mashlahah Mu‟tabarah, yaitu mashalaha yang perintahnya bersumber dari al qur‟an 
maupun hadist seperti perintah shalat. 
b. Mashlahah Mulghah, yaitu mashlahah yang ditolak legalitasnya oleh nash syara‟, baik 
al qur‟an maupun hadist. 
c. Mashlahah Mursalah, yaitu mashlahah yang tidak terdapat nash yang 
memerintahkannya atau melarangnya, jadi kemashlahatannya terlepas dari dalil. 
Diantara ketiga bentuk mashlahah diatas, Profit Equalization Reserve (PER) lebih 
sesuai pada mashlahah mursalah karna didalam al qur‟an dan hadist tidak dalil yang 
memerintahkan instrumen ini. Sesuai dengan mashlahah Profit Equalization Reserve (PER) 
dapat diterapkan dengan syarat tidak bertentangan dengan nash baik al qur‟an dan hadist. 
Namun Profit Equalization Reserve (PER) ini dapat bertentangan dengan syari jika hal 
terpenting dalam perbankan syariah tidak dilakukan, yaitu bank syariah diharuskan untuk 
memperoleh persetujuan dari pemilik rekening investasi terlebih dahulu untuk 
menerapkannya karna jika tidak, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang 
rekening investasi yang mana mereka tidak mendapat bagi hasil yang penuh karena dana 
mereka telah dikurangi oleh bank syariah unuk dicadangkan dan perbuatan ini mengurangi 
hak manusia. Sebagaiman firman Allah swt dalam QS. Huud: 85 sebagai berikut: 
                             





Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, 
dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah 
kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” 
Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa Allah swt melarang hambanya untuk 
merugikan manusia pada hak-haknya. Jika kita perhatikan pada instrumen Profit Equalization 
Reserve (PER), hal tersebut dapat saja terjadi yakni merugikan manusia pada hak-haknya, 
yaitu dimana dengan diterapkannya instrumen ini bank syariah mengambil sebagian dana 
bagi hasil dari pemegang rekening investasi yang mana pengambilan tersebut tanpa seizin 
pemilik rekening investasi, walaupun pada akhirnya akan dikembalikan namun akan tetap 
merugikan nasabah karena memang semua nasabah menerima hal tersebut. Sebagaimana 
yang dijelaskan oleh bapak Sulfan Lukman  sebagai berikut: 
“Pencadangan ini sebenarnya bukan aturan islam, pencadangan ini adalah aturan dari 
regulator dalam hal ini otoritas jasa keuangan. Kalau saya sebenarnya benar, artinya 
kalau masalah bertentangan, sedikit bertentangan karna ada unsur kezaliman terhadap 
nasabah penyimpan dana, namun secara undang-undang tidak ada masalah namun secara 
ketentuan syariahnya tidak dipermasalahkan karna konsepnya di Indonesia bukan profit 
and loss sharing yang ada itu profit sharing, jadi hasil keuntungan dibagi terlebih dahulu 
antara bank dengan nasabah kemudian laba bank dikurangi dengan laba yang 
dicadangkan sehingga tidak terjadi unsur kezaliman”.   
Maka di sinilah perlunya pengetahuan mengenai hakekat dari sesuatu hal agar tidak 
tertipu dari penamaan-penamaan lain yang kelihatannya baik namanya,  namun sebenarnya 
tetap buruk hakekatnya, sekedar penamaan saja yang berbeda agar bisa menipu banyak orang, 
diantara contohnya sebutan bunga bank untuk transaksi bunga uang atau riba,  sebutan sake, 
bir, sampanye untuk minuman khomar, sebutan prostitusi, pekerja seks komersial untuk 
praktek pelacuran, sebutan undian untuk peraktek perjudian, sebutan kawin kontrak untuk 
peraktek perzinahan dan sebagainya. Oleh sebab itu agar tidak tertipu dengan penamaan-
penamaan, slogan-slogan yang ganti berganti, penting bagi kita untuk mengenal hakekat yang 




hakekat, sesuatu itu tetaplah buruk jika hakekatnya buruk meskipun diberi nama atau label 
yang baik 
Maka diperlukan adanya persetujuan dari nasabah mengenai penerapan mekanisme 
Profit Equalization Reserve (PER) pada bank syariah untuk menanggulangi adanya 
ketidakadilan yang dirasakan oleh nasabah/pemegang rekening investasi. Meminta 
persetujuan disini dapat dikatakan dengan meminta izin, dalam hal ini meminta kepada 
pemilik rekening investasi sebelum menciptakan rekening Profit Equalization Reserve (PER) 
diqiyaskan dengan meminta izin sebelum memasuki rumah seseorang karena dua hal tersebut 
sama-sama ingin menggunakan kepemilikan orang lain dan harus mendapatkan izin terlebih 
dahulu dari pemiliknya. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS. An-Nisaa‟: 29 
sebagai berikut: 
                              
                          
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu.  
Dari ayat diatas dapat  dilihat bahwa allah melarang hambanya mengambil harta 
saudaranya dengan cara yang batil, kecuali suka sama suka atau adanya kesepakatan 
sebelumnya. Ayat ini juga menafsirkan bahwa bank syariah dalam melaksankan tugasnya 
tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi 
menciptakan suatu kesejahtraan. Kita tau banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang 
tidak sesuai dengan ajaran islam, hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan 




lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang 
menyeleweng dari islam. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu memberitahukan 
sebelumnya kepada nasabah tentang instrumen Profit Equalization Reserve (PER) atau 
pencadangan laba bank syariah.   
Instrumen Profit Equalization Reserve (PER) merupakan cadangan yang dibuat oleh 
bank syariah dengan mengambil alih jumlah tertentu dari laba mudharabah, sebelum 
mengalokasikan ke porsi mudharib. Melalui Profit Equalization Reserve (PER) bank dapat 
memenuhi kewajiban kepada para nasabahnya dan juga dapat menjaga modal bank dengan 
baik. Dengan demikian, bank dapat memprtahankan dari tingkat tertentu dari laba atas 
investasi untuk kepentingan pemengan rekening investasi dan pemilik modal. Selain itu, bank 
juga dapat mengoptimalkan jumlah laba yang akan dibagikan kepada sahibul maal dengan 
mudharib dengan rata. Menurut standar The Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Profit equalization reserve (PER)  adalah sebagian 
dari pendapatan kotor dari pendapatan murabahah yang dikeluarkan/disisihkan, sebelum 
mengalokasikannya ke bagian Mudharib dengan tujuan untuk memberikan return/hasil yang 
lebih merata kepada pemilik rekening dan pemegang saham. Hal ini juga dijelaskan oleh 
bapak sulfan lukman sebagai berikut: 
“semua bank diwajibkan yang namanya pencadangan kerugian yang kemungkinan akan 
terjadi. Semua bank itu punya instrumen untuk melakukan pencadangan. Pencadangan 
itu sejak pertama kali bank itu beroperasi sudah ada, begitu bank berdiri dan pembiayaan 
diberikan sudah berlaku”. 
Hasil penelitian yang dilakukan terhadap BNI syariah mengenai penerapan Profit 
Equalization Reserve (PER) pada perbankan syariah dengan ini, maka BNI syariah 
diharapkan dapat lebih kompetetif dengan bank syariah lainnya terutama dengan bank 
konvensional. Profit Equalization Reserve (PER) atau cadangan dana dapat digunakan 




dananya ke bank lain. Keuntungan yang diperoleh dari akad mudharabah oleh BNI syariah 
untuk tiap bulannya tidaklah selalu sama, akan tetapi mengalami peningkatan dan penurunan 
tergantung dengan keberhasilan dari uasaha yang dijalankan. Cadangan ini dibentuk untuk 
memitigasi kemungkinan risiko kerugian yang akan terjadi.  
2. Manfaat dan Dampak yang Ditimbulkan oleh Profit Equalization Reserve (PER) di 
PT BNI Syariah 
Penerapan Profit Equalization Reserve (PER) selain sebagai instrumen yang 
digunakan untuk mengantisipi risiko yang kemungkinan akan terjadi, diharapkan juga 
nasabah dapat loyal terhadap bank syariah, karena dengan keuntungan yang stabil maka 
nasabah akan merasa aman untuk menyimpan dananya pada perbankan syariah. Loyalitas 
nasabah akan menjadi kunci sukses tdak hanya untuk jangka pendek, dapat bersaing yang 
berkelanjutan. Bank syariah juga dapat memitigasi pemindahan dana oleh nasabah dengan 
penerapan Profit Equalization Reserve (PER) sehingga tujuan bank syariah dapat tercapai 
sebagai lembaga intermediary. Sebagaima yang dijelaskan bapak sulfan lukman sebagai 
berikut: 
“Manfaatnya yaitu sebagai sarana tools bagi bank untuk menjaga tingkat kesehatannya, 
kalau ia tidak diberlakukan seperti ini bank akan ogah-ogahan caranya tapi jika 
berlakukan seperti ini ada trikir bagi bank, misalnya nasabah macet maka pencadangan 
semakin bertambah sehingga nasabah menjadi sebagai pendorong kelanjutan bisnis”.  
Ada beberapa kelebihan pada penerapan Profit Rqualization Reserve (PER) yaitu 
memudahkan bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional dan mampu menjaga 
daya saing imbal hasil pada perbankan sayriah, serta modal bank pun akan terjaga dengan 
baik dan optimal serta mengendalikan risiko yang akan dihadapi bank syariah. Profit 
equalization resrve (PER) juga difungsikan untuk menutup kerugian bagi hasil pada waktu 
yang akan datang dan untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Cadangan dana atau PER 




karena bagi hasil yang turun bisa ditutupi dengan dana cadangan tersebut. Pada praktinya 
bank BNI syariah dalam memperoleh keuntungan dari akad mudharabah, keuntungan yang 
diperoleh setiap bulannya tidaklah sama, tergantung keberhasilan usaha yang dikelola.   
Dampak yang ditimbulkan dari penerapan Profit Equalization Reserve (PER) yaitu 
dapat bertentangan dengan syar‟i jika hal yang terpenting dalam perbankan syariah tidak 
dilakukan, yaitu bank syariah diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari pemilik 
rekening investasi terlebih dahulu untuk menerapkan mekanisme Profit Equalization reserve 
(PER), hal ini dilakukan agar terjadi keadilan diantara semua pihak baik pihak nasabah, 
pemegam rekening investasi dan pihak bank syariah. Hal tersebut mempengaruhi jumlah 
keuntungan yang dibagikan kepada nasabah, apabila PER diterapkan akan membutuhkan 
biaya yang besar sehingga pengeluaran bank akan bertambah atau pendapatan bank akan 
berkurang, selain itu ada kekhawatiran dari pihak bank yakni terganggunya stabilitas usaha 
yang dijalankan bank itu sendiri. Sebagaimna yang diutarakan ole bapak Sulfan Lukman 
sebagai berikut: 
“Dampaknya yaitu labanya berkurang, tingkat pendapatan laba banknya semakin kecil, 
semakin banyak nasabah bank maka semakin kecil laba bank”.   
Selain itu, adapun kelemahan pada penerapan Profit Equalization Reserve (PER) 
salah satunya adalah keuntungan hanya dirasakan oleh salah satu pihak saja yaitu nasabah 
bermodal besar. Profit equalization reserve (PER) diterapkan untuk kemaslahatan umat, bank 
syariah diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari pemilik rekening investasi terlebih 
dahulu untuk menerapkan PER, karena pemegang rekening investasi tidak mendapatkan 
return yang penuh untuk dicadangkan, ini berarti mengurangi hak nasabah dan perbuatan 
tersebut dilarang syariat islam. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Sulfan Lukman bahwa: 
“Ada beberapa kerugian jika PER diterapkan pada bank syariah, diantaranya PER 
mungkin hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu nasabah yang bermodal besar, 




terus-menerus maka pendapatan bank dan bahkan hak karyawan bank untuk 
mendapatkan bonus atau insentif dari sebagian laba menjadi semakin kecil porsinya.” 
Berdasarkan pernyataan responden diatas mengenai pendapatan bank menjadi 
berkurang karena diterapkannya PER, dirasa kurang tepat. Pada praktiknya, jika PER 
diterapkan kemudian terjadi risiko pada kad mudharabah atau bagi hasil yang ternyata 
dibawah ekspektasi, maka bank tidak boleh menutupi kerugian tersebut dengan pendapatan 
bank. Cara mitigasi seperti ini kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor:87/DSN-
MUI/XII/2012 tentang metode perataan penghasilan (income smoothing) dana pihak ketiga 
yaitu kebijakan metode perataan penghasilan  tidak PER dengan dana atau pendapatan bank, 
karna hal ini jelas-jelas mengandung unsur riba. Maksud unsur riba, yakni porsi bagi hasil 
yang seharusnya menjadi hak mudharib atau bank digunakan untuk menutupi bagi hasil yang 
ternyata dibawah ekspektasi atau pendapatan dari sumber lain yang tidak ada hubungannya 
dengan transaksi yang dibiayai. Sebagaiman dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 278 
sebagai berikut. 
                            
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba 
(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” 
Maksud dari ayat diatas, bahwa dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis 
tambahan yang diambil dari segala macam usaha, karena seorang muslim wajib menjauhi 
praktik riba, apapun jenis riba itu dan berapapun kuantitas riba yang diambilnya, seluruhnya 
adalah haram oelh seorang muslim. Terkait dengan masalah tersebut, bank secara tidak 
langsung menutup bagi hasil yang turun dengan mengurangi haknya dalam memperoleh 
keuntungan serta hal ini akan merugikan bank itu sendiri dan bahkan akan merugikan 




Berdasarkan analisis peneliti, dari pernyataan responden tersebut bank syariat harus 
cermat dalam menjaga minat deposan untuk menyimpang dananya di bank syariah. Bank 
perlu mengkaji lebih dalam mengenai PER, karena PER dalam tinjauan fiqh bolrh di terapkan 
dalam bank syariah, karena mengandung maslahat. Jika dilihat dari tingkatan maslahat 
tahsiniyat, duimana keberadaan instrumen PER (Profit Equalization Reserve) ini merupakan 
pendukung dan pelengkap yang di gunakan dalam memitigasi risiko yang bertujuan untuk 
mempertahankan tingkat pengembaliaan, selain itu pembentukan PER harus disepakati para 

























Berdasarkan tingkatan pada mashlahahnya, instrumen Profit Equalization Reserve 
(PER) ini masuk pada mashlahah tahsiniyat, yang mana mashlahah ini merupakan pelengkap 
dan pendukung bagi kemashlahatan yang lain dan ketiadaannya tidak merusak 5 kebutuhan 
dasar manusia antara lain agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Profit Equalization Reserve 
(PER) ini merupakan pendukung dan pelengkap yang digunakan dalam memitigasi risiko 
yang bertujuan untuk mempertahankan tingkat pengembalian yang sebanding dengan tarif 
bunga bank konvensional. Menurut AAOIFI Profit equalization reserve (PER)  adalah 
sebagian dari pendapatan kotor dari pendapatan murabahah yang dikeluarkan/disisihkan, 
sebelum mengalokasikannya ke bagian Mudharib dengan tujuan untuk memberikan 
return/hasil yang lebih merata kepada pemilik rekening dan pemegang saham.  
Manfaat dari penerapan Profit Equalization Reserve (PER) selain sebagai instrumen 
yang digunakan untuk mengantisipi risiko yang kemungkinan akan terjadi, diharapkan juga 
nasabah dapat loyal terhadap bank syariah, karena dengan keuntungan yang stabil maka 
nasabah akan merasa aman untuk menyimpan dananya pada perbankan syariah. Dampak 
yang ditimbulkan dari penerapan Profit Equalization Reserve (PER) yaitu dapat bertentangan 
dengan syar‟i jika hal yang terpenting dalam perbankan syariah tidak dilakukan, yaitu bank 
syariah diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari pemilik rekening investasi terlebih 
dahulu untuk menerapkan mekanisme Profit Equalization reserve (PER), hal ini dilakukan 
agar terjadi keadilan dan tidak ada unsur kezaliman diantara semua pihak baik pihak nasabah, 





B. Implikasi Penelitian 
Instrumen Profit Equalization Reserve (PER) merupakan cadangan yang dibuat oleh 
bank syariah dengan mengambil alih jumlah tertentu dari laba mudharabah, sebelum 
mengalokasikan ke porsi mudharib. Profit Equalization Reserve (PER) ini dapat bertentangan 
dengan syari jika hal terpenting dalam perbankan syariah tidak dilakukan, yaitu bank syariah 
diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari pemilik rekening investasi terlebih dahulu 
untuk menerapkannya karna jika tidak, maka akan menimbulkan ketidak adilan bagi 
pemegang rekening investasi yang mana mereka tidak mendapat bagi hasil yang penuh 
karena dana mereka telah dikurangi oleh bank syariah unuk dicadangkan dan perbuatan ini 
mengurangi hak manusia. 
C. Saran  
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian yang dikaji 
sehingga dapat melakukan perbandingan kinerja antara satu organisasi dengan organisasi 
yang lain. Perlu pula adanya penelitian mengenai Profit Equalization Reserve (PER) yang 
digunakan oleh bank syariah lain sehingga dapat mendukung proses diterapkannya instrumen 
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Penelitian ini dilakukan pada PT BNI Syariah cabang Makassar mengenai penerapan 
profit equalization reserve (PER) perbankan syariah dalam tinjauan fiqih di Indonesia. 
Adapun beberapa pertanyaan wawancara yang diajukan  untuk pimpinan cabang PT. BNI 
Syariah cabang Makassar yaitu sebagai berikut: 
1. Apakah Bank ini telah menerapkan Profit Equalization Reserve ? 
2. Bagaimana pemahaman bapak tentang Profit Equalization Reserve ? 
3. Bagaimana menurut bapak apakah Profit Equalization Reserve sesuai dengan syariat 
islam ? 
4. Apakah Profit Equalization Reserve tidak bertentangan dengan undang-undang yang 
mengatur tentang perbankan ? 
semua bank diwajibkan yang namanya pencadangan kerugian yang kemungkinan 
akan terjadi. Semua bank itu punya instrumen untuk melakukan pencadangan, Bahwa Profit 
Equalization Reserve (PER) atau dengan kata lain pencadangan dilakukan untuk 
mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian. Pencadangan ini sudah ada dan berlaku 
sejak berdirinya bank dan dimulainya pembiayaan. Pencadangan itu sejak pertama kali bank 
itu beroperasi sudah ada, begitu bank berdiri dan pembiayaan diberikan sudah berlaku. 
Pencadangan ini sebenarnya bukan aturan islam, pencadangan ini adalah aturan dari regulator 
dalam hal ini otoritas jasa keuangan. Kalau saya sebenarnya benar, artinya kalau masalah 
bertentangan, sedikit bertentangan karna ada unsur kezaliman terhadap nasabah penyimpan 
dana, namun secara undang-undang tidak ada masalah namun secara ketentuan syariahnya 
tidak dipermasalahkan karna konsepnya di Indonesia bukan profit and loss sharing yang ada 




kemudian laba bank dikurangi dengan laba yang dicadangkan sehingga tidak terjadi unsur 
kezaliman.   
5. Apakah manfaat yang diberikan pada Bank dengan diterapkannya Profit Equalization 
Reserve ? 
6. Apakah dampak yang ditimbulkan oleh Profit Equalization Reserve ? 
7. Menurut bapak risiko apakah yang paling berpengaruh dengan diterapkan profit 
equalization reserve ? 
8. Bagaimana prosedur dalam menjelaskan kepada nasabah tentang Profit Equalization 
Reserve ini ? 
9. Bagaimana metode dalam proses pencatatan Profit Equalization Reserve ? 
Manfaatnya yaitu sebagai sarana tools bagi bank untuk menjaga tingkat kesehatannya, 
kalau ia tidak diberlakukan seperti ini bank akan ogah-ogahan caranya tapi jika berlakukan 
seperti ini ada trikir bagi bank, misalnya nasabah macet maka pencadangan semakin 
bertambah sehingga nasabah menjadi sebagai pendorong kelanjutan bisnis. Dampaknya yaitu 
labanya berkurang, tingkat pendapatan laba banknya semakin kecil, semakin banyak nasabah 
bank maka semakin kecil laba bank. Kerugian terbesar Bank timbul dari sisi pembiayaan 
yaitu terjadinya kredit macet karna uang yang kita salurkan kepada nasabah pembiayaan itu 
adalah dana dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan kepada 
masyarakat.  
Ada beberapa kerugian jika PER diterapkan pada bank syariah, diantaranya PER 
mungkin hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu nasabah yang bermodal besar, dan jika 
ternyata pada pembiayaan mudharabah keuntungan dibawah ekspektasi terjadi terus-menerus 
maka pendapatan bank dan bahkan hak karyawan bank untuk mendapatkan bonus atau 




kesehatan nasabah dibank, nasabah yang angsur ke bank itu ada risiko-risiko yang muncul 
yaitu gagal bayar atau menunggak, nah nasabah yang menunggak ini dikategorikan sampai 5. 
Yang pertama yaitu lancar, kedua yaitu perhatian khusus , ketiga yaitu kurang lancar, 
keempat yaitu diragukan dan yang kelima macet. Ini adalah risiko kemungkinan yang timbul 
dan kalau masalah prouder cadangan laba kita jelaskan bagaimana sistem bagi hasilnya.     
10. Bagaimana sistem pembagian labanya, apakah digabungkan laba bank dengan laba 
yang dicadangkan ? 
11. Apakah Profit Equalization Reserve memberikan keuntungan yang lebih 
dibandingkan dengan menggunakan metode sebelumnya ? 
12. Menurut bapak letak keuntunga terbesar bank syariah ada dibagian mana ? 
13. Bagaimana proses pelaporan keuangan, apakah transparansi kepada publik dengan 
metode Profit Equalization Reserve ? 
14. Apakah Profit Equalization Reserve ini menjamin dapat mengantisipasi resiko 
terjadinya kerugian pada bank ? 
Ada beberapa sistem bagi hasil dalan BNI syariah, yaitu pertama besar ratio 
disepakati pada awal akad dibuat yang berpedoman untung dan rugi. Kedua, besar ratio 
didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga, ratio atau nisbah tidak akan 
berubah selama akad masih berlaku dari awal akad dibuat. Terakhir, besar laba bergantung 
pada keuntungan yang didapat pihak bank dan akan semakin meningkat ketika keuntungan 
bank juga meningkat. Selanjutnya sumber keuntungan bank yaitu keuntungan dari aset sitaan 
apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran. Akan tetapi, sebelum melakukan penyitaaan 
pihak harus memberitahukan kepada nasabah mengenai keterlambatan pembayaran kemudian 
memberikan surat peringatan. kalau sudah surat peringatan 1 dan 2 tetapi tidak ada respon 
barulah penyitaan aset dilakukan. Besarnya biaya administrasi ini berbeda-beda ya, ada yang 




dan kalau masalah menjamin mengatasi resiko itu juga bisa menjamin tapi ini adalah salah 
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